BAB 2
KONSEP DAN KARAKTERISTIK KORUPSI


2.1 Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. menjelaskan pengertian korupsi secara konseptual;
2. menjelaskan pengertian korupsi dalam perspektif hukum Indonesia;
3. membedakan korupsi, perilaku koruptif, dan tindak pidana korupsi;
4. menjelaskan karakteristik utama tindakan korupsi;
5. mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis tindak pidana korupsi;
6. menjelaskan hubungan antara kekuasaan, kewenangan, kepercayaan, dan korupsi;
7. memahami bahwa korupsi dapat terjadi pada berbagai sektor dan lingkungan;
8. mengidentifikasi perilaku yang berpotensi berkembang menjadi budaya koruptif; dan
9. menganalisis suatu kasus berdasarkan karakteristik dan bentuk korupsi yang relevan.
2.2 Capaian Pembelajaran
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu memahami korupsi sebagai fenomena hukum, sosial, ekonomi, politik, dan etika. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa konsep korupsi memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar mengambil uang negara. Dalam kerangka hukum Indonesia, tindak pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai bentuk, antara lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. KPK mengelompokkan berbagai rumusan tersebut menjadi tujuh kelompok utama. Mahasiswa juga mampu membedakan antara suatu tindakan yang secara moral atau etis merupakan perilaku koruptif dengan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut hukum.
2.3 Kata Kunci
Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Perilaku Koruptif, Penyalahgunaan Kekuasaan, Penyalahgunaan Wewenang, Integritas, Suap, Gratifikasi, Pemerasan, Penggelapan, Konflik Kepentingan.



2.4 Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu persoalan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan hilangnya sejumlah uang atau aset, tetapi dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan, kepercayaan, dan sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menggunakan istilah "korupsi" untuk berbagai tindakan yang dianggap tidak jujur atau tidak adil. Seseorang yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, misalnya, dapat disebut "koruptif". Demikian pula seseorang yang memanipulasi data, menggunakan jabatan untuk membantu keluarga, atau menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya.
Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, tidak setiap perilaku yang dianggap buruk atau tidak etis otomatis merupakan tindak pidana korupsi.
Pembedaan ini penting. Perilaku koruptif dapat dipahami sebagai perilaku yang mencerminkan atau berpotensi berkembang menjadi budaya korupsi, sedangkan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
KPK juga membedakan kedua konsep tersebut. Perilaku koruptif memiliki kemiripan dengan perilaku korupsi, tetapi sebagian perilaku koruptif tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, memahami konsep dan karakteristik korupsi merupakan langkah awal yang penting dalam pendidikan antikorupsi. Mahasiswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa "korupsi itu salah", tetapi perlu memahami apa yang dimaksud dengan korupsi, bagaimana korupsi terjadi, apa karakteristiknya, serta bagaimana membedakannya dengan perilaku tidak etis lainnya.

2.5 Pengertian Korupsi
2.5.1 Pengertian Secara Etimologis
Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berkaitan dengan makna kerusakan, kebusukan, penyimpangan, atau tindakan yang merusak.
Dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak tertentu.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya memiliki dimensi penyimpangan dari sesuatu yang seharusnya. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, pejabat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan masyarakat. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, terjadi penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan tersebut.

2.5.2 Korupsi dalam Perspektif Konseptual
Secara konseptual, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak semestinya.
Dalam pengertian ini terdapat beberapa unsur penting:
1. adanya kekuasaan, kewenangan, jabatan, atau kepercayaan;
2. adanya penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau kepercayaan tersebut;
3. adanya kepentingan atau keuntungan tertentu;
4. adanya penyimpangan dari kewajiban, aturan, norma, atau tujuan yang seharusnya.
Dengan demikian, korupsi tidak selalu harus dipahami hanya dalam konteks hubungan antara pejabat pemerintah dan uang negara. Korupsi juga dapat muncul dalam hubungan organisasi, dunia usaha, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, maupun lingkungan lain ketika seseorang menggunakan kepercayaan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

2.6 Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia
Dalam perspektif hukum Indonesia, istilah yang digunakan adalah tindak pidana korupsi.
Kerangka hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua peraturan tersebut masih tercatat berlaku, dengan catatan beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan status setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena itu, dalam pembelajaran hukum korupsi perlu digunakan prinsip:
Suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Artinya, penilaian terhadap suatu kasus harus dilakukan berdasarkan fakta dan unsur hukum, bukan hanya berdasarkan anggapan bahwa tindakan tersebut "tidak baik".

2.7 Korupsi, Perilaku Koruptif, dan Tindak Pidana Korupsi
Ketiga istilah ini perlu dibedakan.
2.7.1 Korupsi
Dalam pengertian umum, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
2.7.2 Perilaku Koruptif
Perilaku koruptif merupakan tindakan atau kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai yang dapat mendukung berkembangnya budaya korupsi.
Contohnya:
· berbohong;
· memanipulasi informasi;
· tidak jujur;
· mengambil sesuatu yang bukan haknya;
· menyalahgunakan fasilitas;
· memanfaatkan hubungan pribadi untuk memperoleh keuntungan;
· mengutamakan kepentingan kelompok secara tidak adil.
Tidak semua tindakan tersebut otomatis merupakan tindak pidana korupsi.
Namun, apabila perilaku semacam itu dibiarkan dan dinormalisasi, lingkungan dapat berkembang menjadi lingkungan yang toleran terhadap korupsi.

2.7.3 Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.





Perbedaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
	Konsep
	Fokus
	Konsekuensi

	Perilaku koruptif
	Kebiasaan/perilaku yang menyimpang
	Tidak selalu konsekuensi pidana

	Korupsi secara 
konseptual
	Penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan
	Bergantung pada konteks

	Tindak pidana korupsi
	Perbuatan yang memenuhi unsur hukum
	Dapat dikenai sanksi pidana


Catatan penting: tabel tersebut digunakan untuk tujuan pembelajaran konseptual. Penentuan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan unsur dan ketentuan hukum yang berlaku.

2.8 Karakteristik Korupsi
Korupsi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari pelanggaran biasa.
2.8.1 Penyalahgunaan Kekuasaan atau Kewenangan
Korupsi sering berkaitan dengan penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya.
Seseorang memperoleh kewenangan karena jabatan atau posisi tertentu. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas.
Ketika kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu secara tidak semestinya, risiko korupsi muncul.

2.8.2 Adanya Keuntungan yang Tidak Semestinya
Korupsi pada umumnya berkaitan dengan adanya keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut dapat berupa:
· uang;
· barang;
· fasilitas;
· pekerjaan;
· proyek;
· jabatan;
· kemudahan;
· perlindungan;
· akses;
· atau keuntungan bagi pihak lain.
Keuntungan tidak selalu harus diterima langsung oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, keuntungan dapat diberikan kepada keluarga, teman, perusahaan, kelompok, atau pihak lain.

2.8.3 Penyalahgunaan Kepercayaan
Korupsi dapat terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contohnya adalah bendahara organisasi yang diberikan tanggung jawab mengelola uang organisasi tetapi menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
Dalam contoh tersebut, masalahnya bukan hanya uang yang digunakan, tetapi juga penyalahgunaan amanah.

2.8.4 Adanya Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau hubungan tertentu dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas.
Misalnya, seorang pejabat yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia barang ternyata memiliki hubungan kepentingan dengan salah satu perusahaan peserta.
Konflik kepentingan tidak selalu berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

2.8.5 Melibatkan Penyalahgunaan Sistem
Korupsi tidak selalu dilakukan melalui tindakan individual. Dalam kasus tertentu, korupsi dapat melibatkan:
· beberapa individu;
· organisasi;
· perusahaan;
· jaringan;
· atau pihak yang bekerja sama.
Karena itu, pemberantasan korupsi juga membutuhkan sistem pengawasan, transparansi, dan pengendalian internal.
2.8.6 Sering Dilakukan Secara Tersembunyi
Pelaku korupsi pada umumnya memiliki kepentingan untuk menyembunyikan tindakan atau hasil tindakannya. Karena itu, korupsi dapat dilakukan melalui:
· manipulasi dokumen;
· transaksi yang disamarkan;
· penggunaan perantara;
· perusahaan atau rekening tertentu;
· pemberian dalam bentuk nonuang;
· atau mekanisme lain yang bertujuan menyamarkan hubungan antara pelaku dan keuntungan.

2.8.7 Menghancurkan Kepercayaan Publik
Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material.
Ketika masyarakat mengetahui bahwa seseorang menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan, kepercayaan terhadap lembaga yang bersangkutan dapat menurun.
Dengan demikian, dampak korupsi dapat melampaui nilai kerugian finansial yang secara langsung dapat dihitung.

2.9 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi
Dalam materi pendidikan antikorupsi KPK, berbagai bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor secara umum dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu:
1. kerugian keuangan negara;
2. suap-menyuap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan;
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. gratifikasi.
Pembagian tersebut membantu mahasiswa memahami bahwa korupsi memiliki bentuk yang beragam.

2.9.1 Kerugian Keuangan Negara
Kelompok ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan berdampak terhadap keuangan atau perekonomian negara sesuai dengan unsur ketentuan yang diterapkan. Contoh yang sering digunakan dalam pendidikan antikorupsi adalah:
· mark-up;
· proyek fiktif;
· manipulasi volume pekerjaan;
· penggunaan anggaran yang tidak sesuai;
· atau penyalahgunaan dana.
Namun, mahasiswa perlu memahami bahwa istilah "kerugian negara" dalam konteks hukum tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya selisih harga. Penentuan unsur pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan fakta kasus.

2.9.2 Suap-Menyuap
Suap berkaitan dengan pemberian atau janji untuk memengaruhi tindakan seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan. Contohnya: Seorang pengusaha memberikan sejumlah uang kepada pejabat pengadaan agar perusahaan tertentu memenangkan proses pengadaan meskipun tidak memenuhi persyaratan. Dalam kasus tersebut terdapat hubungan antara pemberian dan keputusan yang diharapkan.

2.9.3 Penggelapan dalam Jabatan
Penggelapan dalam jabatan berkaitan dengan penyalahgunaan posisi atau tanggung jawab terhadap uang, barang, surat, atau aset yang berada dalam penguasaan seseorang karena jabatannya. Contohnya: Bendahara suatu lembaga menggunakan dana yang berada dalam pengelolaannya untuk membayar kepentingan pribadi.

2.9.4 Pemerasan
Pemerasan dalam konteks tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggunaan kekuasaan atau jabatan untuk memaksa pihak lain memberikan sesuatu. Contohnya: Seorang petugas meminta pembayaran tambahan kepada masyarakat dengan mengatakan bahwa permohonan mereka tidak akan diproses apabila tidak memberikan uang.
Dalam kasus ini terdapat unsur tekanan atau pemaksaan yang membedakannya dari pemberian sukarela.

2.9.5 Perbuatan Curang
Perbuatan curang merupakan kelompok tindak pidana korupsi yang antara lain berkaitan dengan kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborongan, pembangunan, atau pengadaan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum.
Contohnya dapat berupa manipulasi kualitas atau spesifikasi pekerjaan sehingga hasil yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

2.9.6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
Benturan kepentingan dalam pengadaan berkaitan dengan keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam proses pengadaan sehingga objektivitas proses dapat terganggu. Contohnya: Seorang pejabat yang memiliki kewenangan dalam menentukan pemenang pengadaan ternyata memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan peserta. Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pengelolaan konflik kepentingan.

2.9.7 Gratifikasi
Gratifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dari suap, walaupun dalam kondisi tertentu dapat berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
KPK menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan dalam kondisi tertentu dapat menjadi tindak pidana apabila berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, mahasiswa perlu berhati-hati menggunakan istilah:
"Semua hadiah adalah suap." Pernyataan tersebut tidak tepat. Yang harus diperhatikan adalah konteks pemberian, hubungan dengan jabatan, maksud pemberian, dan ketentuan hukum yang berlaku.


2.10 Korupsi Kecil dan Korupsi Besar
Dalam literatur antikorupsi dikenal istilah:
Petty corruption. Korupsi dalam skala relatif kecil yang dapat terjadi dalam interaksi sehari-hari, terutama dalam pelayanan publik. Contohnya dapat berupa pembayaran tidak resmi untuk memperoleh pelayanan tertentu.
Grand corruption. Korupsi dalam skala besar yang dapat melibatkan pejabat tingkat tinggi, proyek besar, sumber daya publik yang besar, atau kebijakan yang memiliki dampak luas.
Perbedaan skala tersebut penting dipahami, tetapi mahasiswa juga perlu memahami bahwa nilai nominal bukan satu-satunya ukuran dampak korupsi.
Tindakan dalam jumlah kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan banyak orang dapat menghasilkan dampak sosial yang besar.

2.11 Korupsi sebagai Penyalahgunaan Kepercayaan
Salah satu cara sederhana untuk memahami korupsi adalah melalui konsep trust atau kepercayaan. Dalam kehidupan sosial, seseorang sering diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu. Contohnya:
· bendahara mengelola uang;
· dosen mengelola proses penilaian;
· pejabat mengelola anggaran;
· pimpinan mengelola organisasi;
· auditor melakukan pemeriksaan;
· pengurus mahasiswa mengelola dana kegiatan.
Kepercayaan tersebut menciptakan tanggung jawab.
Apabila seseorang menggunakan kepercayaan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, maka terjadi penyimpangan terhadap hubungan kepercayaan.
Karena itu, pendidikan antikorupsi pada dasarnya juga merupakan pendidikan mengenai amanah dan tanggung jawab.




2.12 Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Kekuasaan tidak selalu berbentuk jabatan pemerintahan. Kekuasaan dapat muncul karena:
· jabatan;
· kewenangan;
· pengetahuan;
· akses terhadap informasi;
· penguasaan sumber daya;
· posisi organisasi;
· atau hubungan sosial.
Semakin besar kekuasaan dan diskresi seseorang, semakin penting pula mekanisme akuntabilitas dan pengawasan. Hal tersebut tidak berarti setiap orang yang memiliki kekuasaan akan melakukan korupsi. Sebaliknya, kekuasaan dapat digunakan secara bertanggung jawab apabila terdapat:
· integritas;
· transparansi;
· akuntabilitas;
· pengawasan;
· aturan yang jelas; dan
· budaya organisasi yang sehat.

2.13 Korupsi dan Budaya Permakluman
Salah satu tantangan pendidikan antikorupsi adalah munculnya budaya yang memaklumi perilaku tidak jujur.
Beberapa ungkapan yang sering ditemukan antara lain:
"Cuma sedikit."
"Semua orang juga melakukan."
"Kalau tidak begitu, urusannya lama."
"Yang penting tidak ketahuan."
"Tidak ada yang dirugikan."
Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bagaimana suatu perilaku dapat dinormalisasi.
Pendidikan antikorupsi perlu mengajarkan mahasiswa untuk mempertanyakan:
Apakah suatu tindakan benar hanya karena banyak orang melakukannya?
Jawabannya tentu tidak.
Jumlah orang yang melakukan suatu tindakan tidak menentukan benar atau salahnya tindakan tersebut.

2.14 Hubungan antara Korupsi dan Integritas
Integritas merupakan salah satu konsep utama dalam pendidikan antikorupsi. KPK menjelaskan integritas sebagai kesesuaian atau konsistensi antara apa yang dikatakan dan perilaku seseorang sesuai dengan nilai moral, kode etik, dan norma yang berlaku. Dengan demikian, seseorang yang berintegritas tidak hanya berbicara mengenai kejujuran, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan.
Contohnya:
Dalam ujian: tidak menyontek meskipun dosen tidak mengawasi.
Dalam penelitian: tidak memanipulasi data meskipun hasil penelitian tidak sesuai harapan.
Dalam organisasi: tidak menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi.
Dalam pekerjaan: tidak menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Integritas menjadi salah satu benteng penting terhadap perilaku koruptif.

2.15 Studi Kasus
Kasus: "Hadiah Setelah Proyek Selesai"
Sebuah perusahaan memenangkan pengadaan barang di sebuah instansi pemerintah.
Beberapa minggu setelah pekerjaan selesai, perusahaan tersebut memberikan sebuah barang elektronik mahal kepada pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
Pejabat tersebut mengatakan:
"Proyeknya sudah selesai. Ini bukan suap karena saya tidak pernah meminta."
Ia kemudian menerima pemberian tersebut.
Pertanyaan Analisis
1. Apa persoalan utama dalam kasus tersebut?
2. Apakah pemberian setelah proyek selesai otomatis tidak bermasalah?
3. Apa hubungan pemberian tersebut dengan jabatan penerima?
4. Apakah kasus tersebut lebih tepat dianalisis sebagai suap atau gratifikasi?

5. Informasi apa yang masih diperlukan untuk menentukan aspek hukumnya?
6. Bagaimana seharusnya pejabat tersebut merespons pemberian tersebut?
7. Nilai antikorupsi apa yang relevan?

2.16 Rangkuman
Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai pengambilan uang negara. Secara konseptual, korupsi berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
Dalam perspektif hukum, suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, perlu dibedakan antara perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Dalam pendidikan antikorupsi, pemahaman terhadap berbagai bentuk korupsi sangat penting. KPK mengelompokkan bentuk tindak pidana korupsi ke dalam tujuh kelompok utama: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Korupsi juga memiliki karakteristik berupa penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, adanya keuntungan yang tidak semestinya, konflik kepentingan, upaya menyembunyikan tindakan, serta potensi merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum. Pencegahan juga membutuhkan pembangunan integritas individu dan sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi.
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